BAB 1T
DAR AL-ISLAM DAN DAR AL-HARB

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dar Al-Islam Dan Dar Al-Harb
1. Pengertian

Mengenai definisi Dar al-Islam dan Dar al-Harb
terdapat banyak rumusan yang disampaikan oleh para
fugaha“. Secara harfiah Dar al-Islam lebih tepat
diartikan sebagai Negeri Damai atau Kawasan Kedamaian.
Sedangkan Dar al-Harb, berarti Negeri Perang atau Kawasan

Peperangan (Nurcholish Madjid, 1885: 259).

Adapun secara istilah, berikut ini penyusun
nukilkan beberapa pandangan para ahli berkenaan dengan

pengertian kedua istilah tersebut.
a. Dar al-Islam

Mengenai definisinya terdapat beberapa pendapat
sebagai berikut:

1. Abd. Wahab Khollaf (1977: 81)
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"Dar al-Islam adalah suatu wilayah vyang padanya
berlaku ketentuan hukum Islam, dan semua orang vang
berada di dalamnyva merasa aman karena adanya Jjaminan
keamanan dari tentara Islam, baik mereka dari
golongan orang Islam, non-Muslim atau dzimmi."”
Menurut Abdul Qodir Audah, sebagaimana yang dikutip
oleh Saparlan dalam bukunya "Figh Siyasah II (Dauly)”
menyatakan, bahwa Dar al-Islam adalah yang penduduknya
dapat melaksanakan hukum-hukum Islam. Termasuk ke
dalam Dar al-Islam adalah semua negara vang
penduduknya seluruhnya atau mayoritas orang Islam Jjuga

negara yang dikuasai oleh orang-orang Islam walaupun

mayoritas penduduknya non-muslim (Saparlan, 1993: 5).

. Menurut Hakim Javid Igbal dalam buku “Masalah-masalah

Teori Politik Islam"”, bahwa yang dikatakan Dar al-
Islam adalah sebuah negara yang secara teknis diatur

menurut hukum Islam (Mumtaz Ahmad, ed., 1993: 58).

. Menurut Abu Zahrah, Dar al-Islam adalah suatu negara

vang memerintah dengan kekuasaan kaum Muslimin,
kekuatan dan pertahanannya di tangan kaum Muslimin itu

(Saparlan. 1933: 6).

Menurut Drs. Sidi Gazalba, bahwa yang dimaksud Negera
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Islam adalah negara apabila rakyat itu berbentuk
masyarakat islami atau pemerintah itu memerintah atas

dasar politik Islam (Sidi Gazalba, 1889: 202).

. Menurut al-Mawardi sebagaimana vang dikutip oleh

Ibrahim Hosen dalam artikelnya “"Figh Siyasah Dalam
Tradisi Pemikiran Islam Klasik"  menyatakan, Jika
seorang Muslim dapat menegakkan ajaran agama disesuatu
wilayah negara orang kafir, maka wilayah itu dipandang
sebagai Dar al-Islam dan bertempat tinggal di sana
lebih afdhol ketimbang berhijrah darinya (Ibraim

Hosen, No. 2, Vol. 1V, 1993: 63).

Sedangkan Ibrahim Hosen sendiri menyebutkan dari
definisi para ulama yang saling berbeda, sebagai
berikut:

a) Talah negara yvang memberlakukan hukum Islam sebagal
hukum negara, dengan arti kata kekuatan dan
kekuasaan negara berada pada umat Islam, baik
penduduknya Muslim maupun non-Muslim ataupun
terdiri atas keduanya.

b) Ialah negara atau pemerintahan yang penduduknya
mayvoritas beragama Islam sekalipun kekuatan dan
kekusaan negara berada di tangan non-Muslim.

c) Ialah negara atau pemerintahan di mana umat Islam
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merupakan minoritas, tetapi mereka diberi kebebasan
untuk menegakkan syi’ar Islam (Ibrahim Hosen, No.

2, Vol. 1V, 1993: 62).
' b. Dar al-Harb

1. Abd. Wahab Khollaf (1977: 81)
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“Dar al-Harb adalah suatu wilayah yang padanya tidak
berlaku ketentuan hukum Islam dan seluruh
penduduknya tidak mendapatkan jaminan keamanan dari
tentara Islam.”

2. Menurut Abdul Qodir Audah sebagaimana vang dikutip
oleh Saparlan dalam bukunya “Figh Siyasah II (Dauly)”
menyatakan, bahwa Dar al-Harb ialah semua negara Vvang
tidak masuk di bawah kekuasaan kaum Muslimin, yang
tidak kelihatan berlakunya hukum Islam baik negara

tersebut berbentuk negara kesatuan maupun negara

serikat (Saparlan, 1993: 6).

3. Menurut Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh Drs.
Saparlan dalam bukunya “"Figh Siyasah II (Dauly)”,

bahwa Dar al-Harb adalah negara vang padanya telah



18

memenuhi tiga syarat:

a) Kekuasaan dan pertahanannya tidak di tangan kaum
Muslimin, sedemikian rupa sehingga di dalam negara
itu tidak dapat dijalankan hukum-hukum Islam.

b) Negara itu bertetangga dengan Dar al-Islam dan
dikhawatirkan suatu serangan akan datang dari
pihaknya.

c. Orang Muslim atau ahli zimmi di Negara Islam itu
tidak dapat menegakkan syari‘at Islam di negeri
tersebut dan tidak mempunyai hak yang penuh
sebagai warga di negaranya sendiri (Saparlan, 1993:

8-9)

. Demikian juga Ibrahim Hosen menyebutkan dari definisi

para ulama yang saling berbeda tentang Dar al-Harb,

sebagail berikut:

a) Ialah negara yang di dalamnya tidak ada kekuasaan
Islam (kaum Muslimin).

b) Ialah negara di mana kekuasaan negara atau
pemerintahan tidak pada umat Islam dan mereka tidak
dilindungi hak-haknya serta tidak diberi kebebasan
mengamalkan dan mengembangkan ajaran agamanya

(Ibrahim Hosen, 1993: 62).

Dari beberapa definisi atau kriteria di atas -
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dengan prinsip, bahwa dalam c2hidupan berpolitik dan
bernegara kita dapat memilih dan menentukan kriteria
manakah yang paling membawa kemaslahatan bagi umat Islam

- sehinzgga kiranya dapat diperjelas bahwa:

-~ Dar al-Islam
Secara yuridis adalah suatu negara vang 3ecara
konstitusional (undang-undang) mendasarkan pada hukum
Islam.
Secara sosiologis adalah suatu negara yang undang-
undang negaranya tidak mendasarkan pada hukum Islam dan
penduduknya mayoritas Muslim atau umat Islam diberi
kebebasan menjalankan dan atau menyiarkan ajaran
agamanya sekalipun umat Islam tersebut minoritas.

- Dar al-Harb
adalah negara di mana umat Islam tidak dijamin dan
tidak diberi kekuasaan untuk menjalankan ajaran
agamanya dan antaranya dengan negara Islam tidak

terdapat perjanjian perdamaian.

Demikian, makna Dar al-Islam dan Dar al-Harb. vang
selanjutnya akan dipakai dalam pembahasan-pembahasan

selanjutnya.

2. Dasar Hukum
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Barangkali cukup menarik untuk diperhatikan bahwa
perkataan atau istilah Dar al-Islam dan Dar al-Harb
tidaklah termaktub dalam kitab suci al-Qur- an dan tidak
pula di dalam Hadits Nabi, tetapi lahirnya sebagai bagian
dari pemikiran ahli-ahli hukum Islam yang tertuang dalam
jlmu fiqih (Jurisprudentie) (Z.A. Ahmad, 1952: 17).
Sehingga tidak mempunyai pijakan atau dasar hukum vyang

jelas dari nash al-Quran dan atau al-Hadits.

Namun berkenaan dengan istilah Dar al-Islam itu
sendiri, dalam al-Quran secara harfiah terdapat satu
kalimat vang sangat mirip dengannya, ialah istilah Dar
al-Salam (Darussalam) vang bermakna Negeri Damai
(Nurcholish Madjid, 1995: 260). Kalimat tersebut sering
kali dipergunékan dalam al-Quran, akan tetapi dengan
pengertian vang berbeda sama sekali dengan makna Dar al-
Islam di atas. Sebab istilah Dar al-Salam dalam al-Quran
adalah nama dari salah satu surga dan sesungguhnya
digunakaﬁ sebagai sambaran tentang kehidupan di surega,
yvaitu kehidupan penuh bahagia di sisi Tuhan (Nurcholish
Madjid, 1995: 263). Satu di antara firman Allah mengenai

hal ini ialah,
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“Allah menveru (manusia) ke Darussalam (surga), dan
menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada Jalan
vang lurus (Islam).” (Departemen Agama R.I., 1973:

310)

Sementara al-Bukhari (t.t.: 31) secara eksplisit
menggunakan istilah Dar al-Islam dalam judul salah satu
pasal bab seruan Nabi kepada kaum Musyrik untuk memeluk
Islam. Akan tetapi al-Hadits tersebut Dberkenaan dengan
ketentuan hukuman bagi seorang mata-mata, sementara
istilah Dar al-Islam untuk menyebut wilavah Islam sama

sekali tidak disebut. Adapun riwayat beliau adalah:
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“Telah datang kepada Nabi seorang mata-mata dari
kaum Musyrik vang sedang dalam suatu perJjalanan,
lalu dia bergabung di antara para sahabat Nabi vyang
sedang bercakap-cakap lalu dia pergi. Kemudian Nabi
bersabda “Carilah dia dan bunuhlah, kemudian salah
seorang sahabat berhasil membunuhnya, kemudian Nabi
melipatkan bagian pampasannya.”

Dan dalam kenyataannya penyvampaian dakwah
Islam tidaklah berJjalan tanpa hsmbatan. Hingga pada

akhirnya, untuk mendukung dan menyempurnakan keglatan

dakwah tersebut Rasul bersama Abu Pakar hijrah (migrasi)



ke kota Yatsrib (A. Hasjmy, 1979: 65). Kota ini kemudian
berganti nama menjadi Madinah al-Nabi, vang populer
dengan sebutan Madinah. Dan negara dan pemerintahan vang
pertama dalam syari’ah Islam itu terkenal dengan “Negara

Madinah" (J. Suyuthi Pulungan, 1994: 77).

Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib
(Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu
dan babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai (Badri
Yatim, 1995: 25). Sehingga kedudukannya sebagai rasul
secara otomatis merupakan kepala negara (Harun Nasution,

1985: 101).

Adapun dalam rangka memperkokoh masyarakat dan
negara baru itu, ia segera meletakkan dasar-dasar
kehidupan bermasyarakat (Badri Yatim, 1995: 25-26). Dasar
pertama, membangun Masjid di Quba. Kedua,
mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.
Inilah menurut J. Suyuthi Pulungan (1994: 80) sebagai
awal terbentuknya komunitas Islam. Ketiga, mempersatukan
antara kaum Muslim (Muhajirin dan Anshar) dan kaum Yahudi
bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulils.
Perjanjian tertulis ini, A. Hasjmy (1979: 67) menyebutnya
“Shahifah", sedangkan Hamidullah (1987: 71) menyebutnya

“Dustur Madinah" (konstitusi Madinah), dan Juga Badri
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Yatim (1995: 26), menyebutnya “konstitusi Madinah”.
Adapun J. Suyuthi Pulungan (1994: 81) menyebutnya "Piagam

Madinah".

Dan inti perjanjian tertulis itu, adalah
menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas
dalam kehidupan sosial dan politik. Sehingga pada tahap
selanjutnya, masyarakat Islam menjadi satu bangsa vyang
baru di antara bangsa-bangsa yang telah . ada, vang

memiliki karakteristik dan pranata sosial tersendiri.

Lain halnya, pada waktu kerajaan-kerajaan Islam
dalam abad pertengahan dahulu menghadapi peperangan baik
berperang menghadapi musuh maupun perkelahian dalam
perang saudara, maka timbullah suatu persoalan vyang
berat: bagaimanakah membedakan antara negara Islam vyang
harus dihormati segala hak-hak penduduknya dan mana pula
vang harus dinamakan negara musuh. Dalam persoalan itulah
lahirnya dua perkataan vang bertentangan, ialah “Darul
Islam” untuk menunjukkan negara Islam, dan “"Darul Harbi”
terhadap negara musuh yang harus diperangi (Z.A. Ahmad,

1977: 17).

Dengan demikian. pada dasarnya pembagian dunia
kepada dua kategori (Dar al-Islsm dan Dar Al-Harb) adalah

merurakan konsekuensi logls dari sifat Islam vang
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universal, vang karena keuniversalannya itu, Islam
kemudian mewajibkan kepada para remeluknya untuk
mendakwahkannya kepada setiap orang. Kepada mereka yang
keberatan dengan dakwah itu umat Islam diwajibkan untuk
memaksanya dengan pedang dan pembunuhan (Abd. Wahab

Khallaf, 1977: 64).

Berangkat dari premis itulah, penganut teori ini
kemudian menetapkan prinsip-prinsip hubungan luar negeri
negara Islam yang diantaranya adalah:

a. Jihad adalah suatu keharusan vyang tidak bisa tidak.

b. Asas perhubungan antara komunitas Muslim dengan
komunitas non-Muslim adalah peperangan.

c. Wilayah yang padanya berlaku syari”at Islam dinamakan
Dar al-Islam, sedangkan wilayah yang tidak menerapkan
Syari“at Islam dinamakan Dar al-Harb (Abd. Wahab
Khallaf, 1977; 67-81).

Dari beberapa itu, maka kita dapat mengatakan
bahwa istilah atau konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb
adalah 1istilah vyang dibuat oleh para fugaha®, vang
pembuatannya lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan
strategi dakwaﬁ dan atau pembahasan atas realitas sosial

politik umat Islam yang ada saat itu.



B. Perkembangan Pemikiran Konsep Dar al-Islam Dan Dar al-

Harb

Pembahasan selanjutnyva, yang berkenaan dengan
konfrontasi kedua Dar (negara) di atas berkisar pada
sebab vang sah bagi adanya peperangan, tujuan
dilaksanakannya peperangan, tata cara peperangan, akibat-
akibat peperangan hingga sampai pada permasalahan

perundingan dan perjanjian perdamaian.

Seiring dengan perjalanan waktu pembahasan lebih
lanjut mengenai kedua konsep di atas, menjadi semakin
luas dan detail, sehingga terasa lebih bersifat politis
dan ideologis daripada bersifat Juridis dan
wettenschappelijk) sebagaimana pada awalnya (Z.A. Ahmad,

1977: 17-18).

Lebih lanjut, Dabusi dalam kitabnya “"al-Fargq Baina
Dar al-Islam wa Dar al-Harb" sebagaimana vyang dikutip
oleh Z.A. Ahmad, telah membuat perbedaan yang analisis di
antara kedua Dar tersebut. Di mana Dabusi telah membuat
perbedaan-perbedaan yang prinsipil di dalam hak-hak
politik, ekonomi dan sosial antara warga negara Dar al-

Islam dan Dar al-Harb (Z.A. Ahmad, 1952: 18).

Juga beliau membuat pembahasan tentang kewajiban
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pembelaan negara bagi warga Dar al-Islam, terhadap orang-
orang yvang teraniaya, yang berada di bawah kekuasaan Dar
al-Harb, juga terhadap pelanggaran hukum-hukum kriminal,
tawanan perang dan pelarian dari kedua belah pihak. Semua
jtu dikupas oleh Dabusi dengan Jjalan mengambil pendapat
imam-imam mazab yang lain, selain dari mazab Hambali yvang

dianut dari penda?atnya sendiri (Z2.A. Ahmad, 1977: 18).

Berkenaan dengan perubahan atau perluasan makna,
Dar al-Islam dan Dar al-Harb dari yuridis (yang berkenaan
hukum perang) kepada makna politis, maka al-Hambali (Cet.

I, 1972: 213) menyatakan:
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“"Maka setiap wilayah vang pada hukum Islam menjadi

hukum positif, maka ia adalah Dar al-Islam. Apabila

hukum orang kafir yang menjadi hukum positif, maka

ja adalah Dar al-Harb. Dan tiada wilayah (Dar) lain
selain keduanya."”

Barangkali berangkat dari sinilah, kemudian konsep

Dar al-Islam dan Dar al-Harb pada khususnya, mulail

mengandung pengertian atau makna yang bermuatan ideologis

dan politis, karena lengkapnya gambaran Dar al-Islam itu

mulai dari persoalan yang prinsipil sampail pada soal-soal

yang detail.



Kemudian konsep tersebut mendapatkan momen yang
tepat, ketika beberapa negara Islam pada akhir abad
pertengahan terlepas dari belengsu penjajahan. Sehingga
segera saja konsep Dar al-Islam tersebut dijadikan
sebagai tujuan dari gerakan politik untuk mendirikan
suatu negara Islam, dengan dimotori oleh para ahli hukum

dan filosof politik

Dan mereka memandang negara Islam sebagai negara
Ideal, dengan syari-‘ah sebagai undang-undangnya. Mereka
vakin atas keunggulan negara Islam apabila dibandingkan
dengan rezim rasional sekalipun (S. Wagar Ahmad Husaini,

1988: 153).

Semenjak itulah, bila disebutkan orang akan
istilah Daulah Islamiyah, maka vang dimaksud adalah
negara Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Abd. al-

Karim Zaidan (t.t.: 18) berikut ini:
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“"Para fugaha® telah menyebut Daulah Islamiyah dengan
istilah Dar al-Islam. Dalam istilah Dar al-Islam itu
sendiri telah mengandung makna 3ebagaimana yang
terkandung dalam kalimah negara dalam istilah
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rerundang-undangan modern. "

Sementara itu, istilah Dar al-Harb Juga mengalami
pergeseran makna, khususnya dalam dunia Barat. Para
orientalis telah mempermainkan dan menggunakan istilah
tersebut, untuk merusak hubungan antara umat Islam dengan
umat yang lain. Mereka mengubah Dar al-Harb menjadi Dar
al-Kufr (Kholid Ibrahim Jindan, 1995: 109), sehingga
menimbulkan image bagi adanya permusuhan abadi antara
orang Islam dengan non-Islam, sebab kafir adalah musuh

utama Islam.

Dengan berubahnya orientasi kedua istilah
tersebut, dari lapangan juridis kepada lapangan politik,
dan dengan adanya kenyataan umat Islam vang hidup dalam
berbagai negara atau kebangsaan. Saat ini, pengertian
kedua istilah tersebut berkaitan erat dengan eksistensi
suatu negara berikut kebebasan kehidupan keagamaan bagi
warga negaranya, bukan lagi berkaitan dengan penguasaan

suatu wilayah.

Dan perkembangan lebih lanjut terdapat suatu
daerah yang tidak masuk ke dalam dua kategori di atas,
vakni suatu daerah atau negara vang tidak tunduk kepada
kekuasaan umat Islam, akan tetapi mempunyai perjanjian

perdamaian yang harus dihormati daerahnya, di mana mereka



mempunyai kekuasaan penuh atas wilayahnya, daerah inilah

vang disebut Dar al-Ahdi (Hasby ash-Shidieqy, 1971: 121).

C. Konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb Dalam Teori

Politik Islam

1. Kedaulatan Tuhan

Menurut Abu A°la al-Maududi (Cet. ITI, 1994: 238),
al-Quran menyatakan bahwa kedaulatan dalam semua aspeknya
hanya berada di “tangan” Tuhan. Hanya Dialah vang
merupakan pencipta dan penguasa sebenarnya alam semesta.
Oleh karenanya di tangan-Nyalah hak kedaulatan atas semua
makhluk-Nya. Bahkan di semua Jenis makhluk, tak satu pun
makhluk yang dapat dibenarkan menggugat diri sebagai
pemilik semua atribut kedaulatan (Abu A-°la al-Maududi,

Cet. III, 1994: 239).

Itulah sebabnya mengapa di dalam Islam terdapat
suatu perinsip bahwa kedaulatan de jure milik Allah yang
kedaulatan de factonya melekat dan terbukti dalam
penyelenggaraan semesta alam dan vyang secara Kkhusus
menikmati hak prerogatif kedaulatan atas semua makhluk

(Abu A"la al-Maududi, Cet. III, 1994: 240-241).

2. Kebangsaan
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2. Kebangsaan

Menurut syari’at Islam, kebangsaan geseorang
berdasarkan atas Islam atau ketertundukkannya kepada
hukum Islam atau ketidakpercayaannya terhadap Islam

(Ahmad Hanafi, Cet. II, 1886: 114).

Oleh karena itu semua penduduk Dar al-Islam hanya
mempunyai satu macam kebangsaan baik orang tersebut
adalah orang Islam atau orang dzimmi, baik mereka berada
di bawah satu pemerintahan atau dalam beberapa
pemerintahan. Perbedaan kedaerahan tidaklah mengakibatkan
adanya perbedaan kebangsaan dan hukum. Sebaliknya, semua
penduduk Dar al-Harb juga dianggap hanya mempunyai satu
kebangsaan, meskipun negeri dan pemerintahan mereka
banyak. Perbedaan kedaerahan adalah perbedaan ke dalam
di antara mereka, dan dalam pandangan syari’at Islam,
mereka adalah tetap satu (Ahmad Hanafi, Cet. 1II, 1986:

115).

Karena Islam yang menjadi ‘dasar bagi suatu
kebangsaan, maka kebangsaan tersebut dapat berubah-rubah
menurut perubahan dasarnya. Jadi kebangsaan seorang harbi
akan berubah apabila ia memeluk Islam, atau menvatakan

dirinya tunduk pada ketentuan hukum Islam (menjadi
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dzimmi).

3. Kewarganegaraan

a. Meskipun Dar al-Islam merupakan negara ideologis,
tapi negara ini membatasi kewarganegaraannya hanya
kepada orang-orang yvang tinggal di wilayahnya atau
bermigrasi ke dalam wilayahnya (Abu A’ la al-
Maududi, Cet. III, 1994: 208).

b. Mengingat Dar al-Islam adalah negara ideologi, maka
negara ini membagi warga negaranya ke dalam dua
golongan: golongan Muslim dan golongan Dzimmi (Abu

A”la al-Maududi, Cet. III, 1994: 210-211).

4. Penerapan ketentuan syari at

Syari‘at Islam pada dasarnya bersifat universal,
bukanlah suatu syari“at regional, tidak dibatasi, dan
yvang dituju adalah semua umat baik Muslim atau non-
Muslim. Akan tetapi tidak semua orang percaya kepada
syari‘at Islam juga tidak mungkin dipaksakan kepada
mereka. Untuk dapat melaksanakan syari“at itu perlu
adanya kekuasaan (tauliyah) menerapkan hukum Islam, maka
syari-at Islam hanya dapat diterapkan kepada negara-
negara yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin,

vakni Dar al-Islam saja (Saparlan, 1993: 4 dan Ahmad



Hanafi, 1990: 91).

Lebih Jjauh tentang penerapan ketentuan-ketentuan
syari“ah, dengan mengingat kenyataan bahwa syari“at Islam
itu dalam dataran praktis bersifat regional (kedaerahan),
maka para fugaha® mengajukan tiga teori tentang

lingkungan berlakunya aturan hukum Islam.
1. Teori Pertama

Teori ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
Beliau menyatakan bahwa syari”at Islam diterapkan atas
jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri Islam, baik oleh
orang Islam atau orang-orang zimmi. Sedangkan bagi
musta’min, hukum Islam hanya diterapkan pada Jjarimah-
jarimah yang berkaitan dengan hak-hak manusia sepertl
jarimah aqishas, diyat, khazaf, penggelapan dan lain
sebagainya. Tidak pada jarimah yang melanggar hak-hak
Allah atau hak-hak masyarakat (Ahmad Hanafi, 18980: 96 dan
Saparlan, 1993: 14).

Hak Allah ialah hal-hal vyang bertujuan untuk
kemanfaatan umat manusia pada umumnya. Antara lain berupa
ibadah murni atau bersifat ibadah atau yang menyangkut
hubungan keluarga, misalnya nikah, thalagq, hubungan

nasab, pemberian hak waris dan sebagainya. Sedangkan hak
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manusia yvaitu segala hal vang berhubungan dengan
kepentingan perorangan, vang tidak secara langsung
menyvangkut juga kepentingan masyarakat, misalnya qishas,
penggelapan, hak-hak penjual untuk memiliki harta barang

vang dijualnya (Saparlan, 1993: 14).

Adapun terhadap Jarimah yang diperbuat di luar
negara Islam, baik oleh orang Islam atau orang zimmi,
maka mereka tidak dikenakan atau dihukumi menurut
ketentuan syari’at Islam, baik pembuatnya berasal dari
Dar al-Islam vang pergi Dar al-Harb yang kemudian kembali
ke Dar al-Islam atau oleh orang-orang dari Dar al-Harb
vang kemudian pindah ke dalam Dar al-Islam. Hal itu
terjadi karena tiadanya kekuasaan imam untuk melaksanakan
ketentuan syari‘at hukum Islam dalam wilayah Dar al-Harb

(Ahmad Hanafi, 1990: 97).

Akan tetapi bila warga Dar al-Islam yang membuat
jarimah dan kemudian lari ke dalam wilayah Dar al-Harb,
maka kepindahan tersebut tidak akan menghapuskan
hubungan, sehingga sewaktu-waktu dia pulang dapat segera

dilaksanakan hukumnya (Ahmad Hanafi, 1990: 98)

2. Teori Kedua

Teori ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf. Beliau
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menyatakan bahwa syari®at Islam berlaku terhadap setiap
orang vang berada dalam Dar al-Islam, baik 1ia orang
Muslim, zimmi ataupun musta’min (Ahmad Hanafi, 1990: 99

dan Saparlan, 1993: 15).

Adapun mengenai berlakunya hukum Islam terhadap
musta’min, beliau menyatakan bahwa: orang musta’min tetap
dikenakan hukum Islam apabila memperbuat Jjarimah, baik
vang berkaitan dengan hak-hak masyarakat atau pun hak-hak

perorangan (Ahmad Hanafi, 1990: 100).

3. Teori Ketiga

Teori ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi“i dan
Ahmad ibn Hambal. Mereka menyatakan bahwa syari”ah Islam
itu diteraprkan terhadap setiap jarimah yang diperbuat di
dalam Dar al-Islam baik oleh orang Islam zimmi maupun
musta’‘min. Demikian pula apabila Muslim dan zimmi
tersebut berbuat jarimah di Dar al-Harb (Saparlan, 1993:

16).

Dan demikian juga halnya untuk perbuatan-perbuatan
vang tidak dilarang oleh Dar al-Harb, tetapi dilakukan
orang-orang Islam atau oleh orang-orang zZimmi dari

penduduk Dar tersebut, maka ia tetap terlarang selama
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syari“at Islam melarangnya (Ahmad Hanafi, 1920: 102).

Dikaitkan dengan situasi kenegaraan saat ini, maka
berbilangnya Dar al-Islam tidaklah menjadi penghalang
bagi penerapan teori-teori tentang berlakunya ketentuan
syari“at Islam. Untuk itu ada satu hal yang perlu
diperhatikan, yaitu agar tiap-tiap negara Islam
menganggap dirinva sebagai pelaksana svari“at Islam,
bukan saja terhadap warga negara sendiri, tetapi Juga

terhadap warga negara Islam yang lainnya.

Dengan demikian, suatu Jjarimah vang diperbuat
orang Islam, zimmi atau musta’min bisa dilakukan
pengadilannya oleh setiap negara Islam, meskipun tempat
terjadinyva jarimah tersebut di daerah negara lain, selama
mereka belum dijatuhi hukuman oleh negara di mana 1ia

melakukan Jjarimah (Ahmad Hanafi, 1990: 106).



